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lIs i RlDgkasan 
i1 • .Masa1ah Penel1tian 
I Masalab yang diteliti dalam penelitlan inl dapat di­
lrUIDuskan sebagsi berikut : 

~. 'Bags1mana mekanisme perolehan izin lokasi dan bak atas 

I tanah bagl perusahaan dalam rangka penanaman modal ? p. Ape saja pokok-pokok perubahan dalam Paket Kebljaksanaan




k. TUj'Uan Panelitian ! 
I PeDelltlin Iiii bertujuan untuk mendapatkan ke~elasan 
~engenal prosedar memperoleh lzin lokasl dan hak atas tanah 
bagl perusahaan dalam rangka penanaman modal setelah berla­
lunya Paket Iebljaksanaan Deregulasl 23 Oktober 199;. Selain tu juga untuk mengetahul perubahan-perubahan dala~ bidangertanahan apa saja setelah b~rlakunya Pakto 199;. 
1. Metodolofi Penelitian 	 . 
I PeDe 1t18D In! mengka~l Peraturan Menteri NegarB 
~grarla Bomor 2 !ahun 1993 tentang Tata Cars Memperoleh Izin 
Lokasl dan Hak Atas !anah Dalam Rangka Penanaman Modal dari 
~egi sinkronlsssi balk secara vertikal maupun horizontal 
terbadap perataren perundang-undangan yang lain. 
I Sumber data dalam penelitian ini ada1ah peraturan
Eerundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, baban 
bacaan, karya i1miah, hasil penelitian maupun keterengan­
kleterangan yang disampaikan oleh pe ja ba t ya~ ada di Kantor 








ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Laporan Penelitian Deregulasi di bidang pertanahan pasca pakto 1993... Urip Santoso, S.H
Data yang sudah terkumpul disusun ~alam bentuk urai­
an ysng sistematis disesuaikan dengan permasalahan yang di-. 
teliti. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif ana­
litis, yaitu menganalisis menurut peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi atau se ja jar dan menurut pe·nda­
pat 	para ahli. 
4. 	Kes1mpulan dan Saran 
kesImpuian yang aapat ditarik dari hasil penelitian 
· ini adalah sebagal berlkut : i/~ 	Surat Keputusan Izln Lokasi diterbitkan oleh Iepala Kan­
: 	 tor Pertanahan dengan ber-pedoman pada rencana tata ruang
wilayah atau Mast,r Plan/Rencana Induk Kota. Perolehan 
hak atas tauahnya dilakukan dengan jalan pemindahan hak 
melalui jusl beli atau pelepasan hak atas tanah, yang
besarnya g8Dti kerugian ditentukan da~~m musyawarah;
b. 	Pakto 199' mengadakan penyeqerhanaan dan penyempurnaan 
peraturan perundang-undangan tanpa merubah peraturan
aokoknya, mengadakan penyederhanaan prosedur perolehan
izln lokasi dan hak atas tanah. 
saran yang dapat disampa ikan dari has.!1 penelitian . 
ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia perlu
ditun3ang dengan kepastian hukum dalam bal peruntukan
tanah atas suatu kawasan yang tertuang dalam Rencana 
Tata Ruang W1layah yang berbentuk Peraturan Daerah. 
b. Hendaknya Paket Keb13aksanaan Deregulasi ini ditindak­
lan3ut1 oleh Badan Pertanahan Naaional dalam memberikan 
kemudahan dan kelancara pelayanan serta kepastian biaya
yang d1butubkan yang berkaitan dengan pengurusan masalah 
pertanaban. Sela1n itu, hendaknya deregulasi ini bersi­
fat men3angkau ke depan (berlaku untuk waktu yang lama),
sehingga t1dak akau terjadi perubahan tersebut dalam 
waktu dekat. apalag1 dampaknya membuat ~et1dakpastian
1kl1m investasi d1 lDdollesa. 	 . 
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